Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Blb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara
perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

penetapan atas permohonan dari Pemohon :
IHAT SOLIHAT, Lahir di Bandung, tanggal 23 Juni 1966, Perempuan, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Nunuk Wetan, RT 002/003,
Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Agama

Islam Untuk selanjutnya disebut sebagai .................... PEMOHON,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 09 September 2021
tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 09 September 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di
bawah register Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 09 September 2021,
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah sebagai istri yang sah dari (Alm) Tn. UYU
WAHYUDIN, yang melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 20
Maret 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1226/54/111/1988, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kabupaten
Bandung, tanggal 21 Maret 1988.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
diantaranya ada yang masih berusia dibawah umur yang bernama :

e MIRA RAHAYU, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal

27Juli1989, berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor
14.846/ 2001 pada tanggal 26 September 2001 yang diterbitkan
Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bandung.
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e FAHMI HADIAN, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 Mei
1994 berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor
14.762/ISTIMEWA/2010 tertanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bandung.

e FACHRIZA TRIPUTRA WAHYUDIN, laki-laki, lahir di Bandung pada
tanggal 11 Agustus 2006 berdasarkan adanya Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : 14.763/ISTIMEWA/2010 tertanggal 10 Mei 2010
yang diterbitkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bandung.

3. Bahwa suami pemohon yaitu (Alm) Tn. UYU WAHYUDIN, telah meninggal
dunia di Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Agustus 2008 sebagaimana
terbukti dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/019/sk-
ds/VII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekarsari..

4. Bahwa suami pemohon (Alm) Tn. UYU WAHYUDIN, telah meninggal dunia
sebagaiamana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor
Register 474.3/32/WRS/2021, yang dikeluarkan oleh Camat Pacet.

5. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm) Tn. UYU WAHYUDIN,
memiliki harta kekayaan yang sekarang menjadi harta warisan berupa :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dalam Sertipikat Hak
Milik Nomor 00393 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas tanah 75m2 (tujuh puluh
lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00355/Mekarsari/2020, tertulis atas
nama IHAT SOLIHAT (istri Alm).

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini seluruh ahli waris (Alm) Tn.
UYU WAHYUDIN (suami Pemohon) bermaksud akan menjaminkan harta
warisan peninggalan (Alm) Tn. UYU WAHYUDIN dan oleh karena anak
pemohon sebagai salah satu ahli warisnya masih berusia dibawah umur dan
belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian
hukum dan untuk proses akad kredit tersebut, maka pemohon memohon
kepada Yth. Ketua pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A untuk dapat
kiranya memberikan ijin kepada pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya
yang masih dibawah umur tersebut untuk menjaminkan dengan cara sesuai
dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut
pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih

dibawah umur tersebut ;
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7. Bahwa berdasarkan yang pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya
Yth. Ketua pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A memeriksa dan

menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon
kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa
dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan : ------------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

» Memberi ijin kepada Pemohon Ny. IHAT SOLIHAT, selaku Ibu
kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa
yang bernama Adapun permohonan Pemohon adalah sebagai
berikut :

» FACHRIZA TRIPUTRA WAHYUDIN, laki-laki, lahir di Bandung
pada tanggal 11 Agustus 2006 berdasarkan adanya Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : 14.763/ISTIMEWA/2010 tertanggal 10 Mei
2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anaknya.

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-
perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut, untuk menjaminkan dengan
cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan
suami pemohon berupa :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dalam Sertipikat
Hak Milik Nomor 00393 DesaMekarsari, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas tanah 75m2
(tujuh  puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor
00355/Mekarsari/2020, tertulis atas nama IHAT SOLIHAT (istri Alm).

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204306306660001 atas nama lhat

Solihat tertanggal 20 Desember 2012, diberi tanda P-1;
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2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1226/54/111/1988 antara Uyu Wahyudin dan
Ihat Solihat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir
tertanggal 20 Maret 1988, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204300211120057 tanggal 25 September
2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung atas nama Kepala Keluarga Ihat
Solihat,
------ diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Uyu Wahyudin No 474.3/019/sk-
ds/VII/2021 tanggal 08 Jui 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris 474.3/32/WRS/2021 tertanggal 19 Juli

2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet,

Kabupaten Bandung, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00393 yang terletak di Desa Mekarsari,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung luas 75 M2 atas nama pemegang
hak milik lhat Solihat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Bandung, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2016 No. 32.06.050.011.012-0103.0 yang terletak di Kp. Nunuk Wetan

Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung luas 75 M2 atas

nama pemegang hak milik Uyu yang dikeluarkan oleh Kantor DPPK

Kabupaten Bandung, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 14.763/ISTIMEWA/2010 an Fachriza
Triputra Wahyudin lahir di Bandung tanggal 11 Agustus 2006,

diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204306707890007 atas nama Mira
Rahayu tertanggal 16 Maret 2019, diberi tanda P-9;
10.Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204301208140003 tanggal 08 April 2021,

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung atas nama Kepala Keluarga Daha

Nasrudin, -
--- diberi tanda P-10;
11.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 14.846/2001 an Mira Rahayu lahir di

Bandung tanggal 27 Juli 1989; diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204301305940001 atas nama Fahmi
Hadian tertanggal 13 Mei 1994, diberi tanda P-12;
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13.Fotocopy Kartu Keluarga No. 320430020920016 tanggal 15 Maret 2021,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung atas nama  Kepala  Keluarga Fahmi

Hadian,
-- diberi tanda P-13;

14.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 14.762/ISTIMEWA/2010 an Fahmi
Hadian lahir di Bandung tanggal 13 Mei 1994;----------------- diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P- 14 tersebut telah
disesuaikan dengan surat aslinya, dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga
dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas,
Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Daha Nasrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan
keluarga yaitu sebagai Mertua saksi;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Uyu Wahyudin
pada tanggal 20 Maret 1988 di Andir Kabupaten Bandung;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Uyu Wahyudin telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama : 1) Mira
Rahayu, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1989
berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor 14.846/2001 pada
tanggal 26 September 2001 vyang diterbitkan Kepala Badan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2) Fahmi Hadian,
Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 Mei 1994 berdasarkan
adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.762/ISTIMEWA.2010
tertanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 3) Fachriza Triputra Wahyudin,
Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan
adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.763/ISTIMEWA/2010
tertanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) UYU WAHYUDIN telah
meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 di Pacet;

Bahwa almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas
75 M2 yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang salah satunya

adalah isteri Pemohon yang bernama lhat Solihat;
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Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
agar kepada Pemohon diberi izin untuk mewakili anaknya yang masih di
bawah umur tersebut, untuk menjaminkan harta waris suami Pemohon
yang sudah meninggal dunia secara bersama-sama dengan para ahli
waris lainnya sebagaimana tersebut diatas ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan;
2. Ocang Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan
keluarga yaitu sebagai saudara Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Uyu Wahyudin
pada tanggal 20 Maret 1988 di Andir Kabupaten Bandung;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Uyu Wahyudin telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama : 1) Mira
Rahayu, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1989
berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor 14.846/2001 pada
tanggal 26 September 2001 vyang diterbitkan Kepala Badan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2) Fahmi Hadian,
Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 Mei 1994 berdasarkan
adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.762/ISTIMEWA.2010
tertanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 3) Fachriza Triputra Wahyudin,
Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan
adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.763/ISTIMEWA/2010
tertanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Bahwa Suami Pemohon vyaitu (Alm) UYU WAHYUDIN telah
meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 di Pacet;

Bahwa almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas
75 M2 yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang salah satunya
adalah isteri Pemohon yang bernama lhat Solihat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
agar kepada Pemohon diberi izin untuk mewakili anaknya yang masih di
bawah umur tersebut, untuk menjaminkan harta waris suami Pemohon
yang sudah meninggal dunia secara bersama-sama dengan para ahli
waris lainnya sebagaimana tersebut diatas ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini
dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan
Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari
anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Fachriza Triputra
Wahyudin, lahir 11 Agustus 2006, untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai
dengan hukum yang berlaku atas harta waris suami Pemohon yang sudah
meninggal dunia secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya berupa
sebidang tanah waris dari almarhum suami pemohon berdasarkan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 00393 dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor
474.3/32/WRS/2021 tertanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon
di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1
sampai dengan P - 14 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang
keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa
fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204306306660001 atas nama lhat Solihat
tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat bertanda P — 3 berupa fotocopy
Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga lhat Solihat, dikuatkan keterangan
Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Nunuk
Wetan RT. 002/003 Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung,
sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh
karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa
Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan
oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya;
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Menimbang, bahwa pada asasnya seorang anak yang masih belum
dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus
diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan
hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan
yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan
ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya“. Kemudian dalam
pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap
anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah
dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila
kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan
pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang
menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur
18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan
anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P — 8 serta
dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang
bernama : 1) Fachriza Triputra Wahyudin, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11
Agustus 2006 berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor
14.763/ISTIMEWA/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga umur anak tersebut belum
mencapai 21 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 5 berupa
Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/32/WRS/2021 tertanggal 19
Juli 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama lhat Solihat dan anak-
anaknya adalah ahli waris dari Uyu Wahyudin dan dari bukti P — 6 berupa
fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00393;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak
pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon
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dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta

anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya

Pemohon dapat mewakili anak-anaknya tersebut yang bernama : 1) Fachriza

Triputra Wahyudin, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11 Agustus 2006

berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor 14.763/ISTIMEWA/2010

yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bandung untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak
yang bernama Fachriza Triputra Wahyudin untuk dapat diberikan izin
menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih di bawah
umur/belum dewasa tersebut diatas, untuk mewakili melakukan perbuatan
hukum dalam hal menjual atas harta tidak bergerak sebagaimana tersebut
dalam SHM 00393, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat
dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul
dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-

ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon lhat Solihat selaku ibu / orang tua kandung
dari anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan
tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang bernama :

Fachriza Triputra Wahyudin, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11

Agustus 2006 berdasarkan adanya Kutipan akta Kelahiran Nomor

14.763/ISTIMEWA/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang
masih di bawah umur tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaminkan
dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta waris
suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang berupa :
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e Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dalam Sertipikat Hak
Milik Nomor 00393 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas tanah 75 m2 (tujuh puluh
lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00355/Mekarsari/2020 tertulis atas
nama IHAT SOLIHAT.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 185.000 (Seratus delapan puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 September 2021,
oleh ACHMAD SATIBI, S.H.,, M.H Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu A ZAKKI L
FAHMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

A ZAKKI L FAHMI SH MH ACHMAD SATIBI, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan : Rp. -

7. Biaya sumpah . Rp._50.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu

rupiah).
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